
WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PROVTNSJ KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR '7 TAHUN 2021 

TENTANG 

TAMBAIIAN PENGHASILJ\N PEGAWAI APARATUR SlP!L NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Peratumn Walikola Palangka Raya Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Tambahan Pcnghasilan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah tidak 

sesuai schingga perlu dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 

900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

tanggal 21 Desember 2020, pemberian tFimbahan penghasilar1 

pegawai harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam 

Negeri; 

c. bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan 

Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa pemberian tambahan penghasilan 

kepada pegawai ASN ditetFipkan dengan Perat1.u-an Kepala 

Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan h1.111.1f c, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik lndor1esia Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tal11.1n 2003 

Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4 . Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tang,,,oUngjawab Keuangan Negara (Lcmbaran 

Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara RepubliK indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6 , Tambahan Lembara11 Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7 . Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Rep1.lblik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Reptlblik Indonesia Nomor S234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peracuran Pcrundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 

Pcngelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemberian tambahan 

pcnghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kine1ja Tnstansi Pemerintah (1..embaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 46 14); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Ta.mbahan Lembaran Negara 

Rep1.tblik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pcmcrintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repulik 

fndonesia Nomor 5153): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaim~ma telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep1..1blik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara11 Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Perat1.1ran Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Peru bah an atas Pera tu ran Pemerintah No 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Ne.geri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian 

Kine1ja Pegawai Negeri Sipil (Lembarart Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 6340); 
16. Peraturan Presiden Norn or 87 Tahun 201 4 ten tang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Repuhlik Indonesia Tah1..1n 2014 Nomor 199): 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat.ur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 
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18. Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 80 Tal1un 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

tdah di ubah d<;mgan Pt:raturan Mt:ntt:ri Dalarn Nt:gt:ri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Mcnteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refom1asi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tcntang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Serita 

Ne.gara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Tndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Pcraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Pa langka Raya (Lcmbaran Daerah Koca Palangka Raya Tahun 

20.19 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya No1nor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAJ APARATUR SIPIL NEGARA 

BAB l 
KETENTUAN UMOM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daeral1 adaJah Kota Palangka Raya. 
2. .Pcmerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kcwenangan 

daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 
4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka 

Raya. 
5 . Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembanttl Walikota dan Dewan Pe1wakilan Rakyar Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
6 . Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka 

Raya. 
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7 . Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya 
disingkat SPKAD adalah BPKAD Kot.a Palangka Raya. 

8. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya 
Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota 
Palangka Raya. 

9 . Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya 
disingkat BPPRD adalah BPPRD Kot.a Palangka Raya. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiata11 teknis pe11unjang tertentu pada 
Dinas ata1.1 Badan Daerah. 

] 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kexja (PPPK) di lingk1.mgan 
Pemerintah Kot.a Palangka ls{aya. 

12 . Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yang selanjutnya 
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
kepada Pegawai ASN dalain rangka penir1gkatan kesejal1teraai1 

Pegawai ASN berdasai·kan beban kerja, prestasi ke1ja, tempat 
bertugas, kondisi kerja, kelangkaai1 profesi, dan/atau 
pertimbangan obyektif lainnya. 

13. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD 
adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 
14. Penjabat Sekretaris Daerah yang sela njutnya disingkat fj . 

Sekda adalah p~jabat yang diangkat untuk rnelaksanakan 
tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan 

tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan 
tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah . 

15. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit. adalah 

pejabat yang mene.mpati posisi jabatan sementara kare11a 
pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan 

tetap. 
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seora ng 

Pegawai ASN. 
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat 

jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan . 
18. lndeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan 

masingmasing daerah yai1g dicerminkan melalui pendapalan 
daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggi.maannya 
sudah ditentttkan dan belanja tertentu. 

19. Tndeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga ya ng 
menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu 
kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. 
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20. lndeks Penyelenggaraan Pernerintah Daernh terdiri a tas 
variabel pengungkit. dan variabel hasil terkait penyelenggaraan 

pemcrintah daera h . 

2 1. Produktivitas ke1:ia adalah kemampua.n pegawai dalam 
berproduksi diba.ndingkan dengan input yang digunakan. 

22. Nilai Dasar TPP a tau Basic TPP ASN adalah besaran TPP yang 
didasarka11 pada paraineter Kelas Jabatan. 

23. Pagu TPP adalah besai·an TPP yang didapatkan dari 

penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali 

nilai dasar TPP. 

24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 
fldalah rencflna kinerja clan target yflng akan d icapai oleh 
seorang Pegawai ASN. 

25. Unsur pengurang TPP adalah kornpo11en yang apabila 

dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mcngurangi 
jumlah TPP yang dibe1ikan seliap bulan. 

26. Terlambat Datang yang selanjut.nya disingkat TL adalah 
terlarnbat masuk kerja dari ketentuan jam kerja. 

27. Pulang Sebelum \Vaktu yang selanjutnya disingkat PSW 

adalah pulang mendahi1lui dari ketentuan jam kc1ja. 

28. Batas Tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja 
clengan jam pulang kerja sehflgai dasar perhitungan 

keterlambatan masuk ker:ia dan pulang 1nendahului jam kerja. 
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palai1gka Raya. 
30. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh 

Bendal1ara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna 
Anggaran yang memuat nama Pegawai ASN, besaran TPP 

per bu lan, potongan, ji1mlah kotor dan potongan pajak serta 

jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai ASN. 
3 1. Surat Pernyataa11 Tanggung ,Jawab Mtttlak adalah surat yang 

dibuat oleh Peng__e;una Anggaran yang memuat pemyataan 
bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah 
d ihitung dengan benar dan d isertai kesanggupa.11 untuk 
mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terclapat 

kelebihan pembayaran . 
32. Surat Pennintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya 

disebut SPP-LS, adalal1 dokumen yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP 
dan disampaika11 kepada Pengguna Anggaran untuk 
selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat peri11tah 

mcmbayar. 
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33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran untuk penerbitru1 Surat Peri11tah Pcncairan Dana 
atas beban pengeluaran Doku1ncn Pclaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah. 

34. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 
diseb11t SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran unt uk mencairkan dana yang bersumbcr 
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang 
d ipersamakan. 

35. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut 
SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
36. Waktu kerja adalah ha.ii dan jain kerja yang berl<l.ku di 

lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. 
37. Tuntuta11 G1tnri Rugi (TGR) adalah ~uatu proses tuntutan yang 

dilakukan terhadap pegawai nege1i bukan bendahara 
sebagaimana dimaksud pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 

dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu 

kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung 
a taupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan pegawai negeri tersebut dalam rangka tugas 
jabatannya dan/atau melalaikan tugas kcwajibannya. 

38. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim 
yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan 
surat keputusan Walikota. 

39. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat 
TPKD adalah t.im yang hertugas memproses penyelesaian 

kerugian daerah. 
40. Badan Layanan Umt1m Dacrah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah s istem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
ke.pada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian daii kete11tuan 

pengclolaan daerah pada umumnya. 
41 . Badai1 Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat.an yang 

selanjulnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Sadan Hukum 
yang dibentt1k untuk menyelenggarakan program Jaminan 

Kesehatan. 
42. Sistem lnformasi Disiplin Kei:ja sclanju tnya disebut SIDAN 

mcrupakan salah salu aplikasi yang terintegrasi dalam 

e-Offe.e yang berguna untuk mengolah data presensi pegawai 
yang ada di instansi lingkungan kerja Pemerintahan Kota 

Palangka Raya. 
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43. Sistem Informasi Sasaran Kinei:ia Pegawai selanj1..1tnya disebut 

dengan SIM SKP adalah sistcm yang dirancang untuk 

pengolal1an data SKP Tahunan secara elektronik. 

44. Sistem Aplil<asi Kinerja selanjutnya disebut SISKA adalal1 

sistem yang dirancang unt.uk pengolahan data, pelaporan, 

penilaian dan perhitungan TPP. 

BAB 11 

M/\KSUD, TUJU/\N DAN PRINSIP PEMBERJAN TPP 

Pasal 2 

(1) Maks1..1d pemberian TPP a<lalah untuk memberikan 

penghargaan kepada Pegawai ASN sehingga dapat 

meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan 

Pegawai ASN. 

(2) Tujuan pemherian TPP adalah: 

a . terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN; 

b. terwujudnya peningkat.an motivasi dan kinerja Pegawai 

ASN;dan 

c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN. 

Pasal 3 

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip: 

a. kcpastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
meng1..1ta1nakan lanclasan pera tura:n pe,·undang-undangan. 

kepatutan, dan kcadilan; 

b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat 

dipertanggungjawabkru.1 kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-un<langan; 

c. proporsionalit.as dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN; 

d. efektif dan efisien dimaksudkan bal1wa pemberian TPP sesuai 

dengan target atat\ tujuan dengan tepat waktu sesllai dengan 

percncai1aan kinerja yang ditetapkan; 

e . keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP 

harus mencerminkru.1 rasa keadilan dan kesamaan untuk 

memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran scbagai ASN; 

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan 

untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan 

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil 
optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. 
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BJ\Bfll 
PEMBERIAN TPP 

Bagian Kesattt 
Umum 

Pasal 4 
(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN Pemerintah Daerah. 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap 
bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Nilai dasar TPP 

Pasal 5 
( 1) Penetapan besaran nilai dasa.r TPP pada Pemerintah Daerah 

didasarkan pada parameter sebagai berikut: 

a. kelas jabatan; 

b. indeks kapasitas fiskal daerah; 

c. indeks kemahalan konstruksi; dan 
d . indeks pcnyelenggaraan pemerint.ah daerah. 

(2) Besaran tertinggi TPP berdasarkan kelas jabatan yang dapat 

dibetikan Pemerintah Daerah menggunakan Rumus: 
(Besa.ran Tunjangan Kinerja Sadan Peme1iksa Keuangan 

Republik Indonesia perkelas Jabatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal 
daerah) x (indeks kemahalan ko11truksi) x (indeks 

penyelenggara pemerintah daerah). 

(3) Besaran nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wahkota ini. 
(4) Besaran penerimaan TPP ASN diberikan de.ngan pcmbulatan. 
(5) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam ;iyat (1) , diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 
indikator Kriteria TPP 

Pasal 6 
Dalam penet.apan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam P;is;il 

5 terdiri alas: 
a. be ban kerja (TPP BK); 
b. prestasi kerja (TPP PK); 
c . tempat hertugas (TPP TB); 
d. kondisi kerja (TPP KK); 
e. kelangkaan profesi (TPP KP]; dan/atau 
f. pertimbangan objektif lainnya . 
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Bagian Keempat 
Behan Kerja 

Pasal 7 
( l ) TPP herdasarkan beban kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 h1.1n1f a diberikan kepada Pegawai ASN yang 
dalam melaksanakan tugas melampaui beban ke1ja normal 
a tau batas waktu normal, minimal 6. 750 (enam ribu tujuh 

ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma 
lima) jam perbulan. 

(2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Behan Kerja sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran Nilai dasar 
TPP. 

Bagian Kelima 
Prestasi Kerja 

Pasal 8 
TPP berdasarkan prestasi kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 hun1f b diberikan kepada seluruh PNS yang 

memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui olch 

pimpinan diatasnya. 

Bagian Keenam 
Tern pat Bertugas 

Pasal 9 
(1) TPP berdasarkan tempat bertugas (TPP TB) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai 
ASN yang dalam melaksanakan tugasnya bcrada di daeral1 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 
(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan 

pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan daii 
perbandingan lndeks Kesulitan Ceografis kantor berada dibagi 
Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kota. 

(3) lndeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Tndeks 
Kesulitan Geogralis Desa terendah di Kota. 

(4) TPP berdasarkan tempat bertugas (TPP TB) diberikan apabila 

lndeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima 

puluh). 

Bagian Ketujuh 
Kondis i Ke1ja 

Pasal 10 
TPP berdasarkan kondisi ke1ja (TPP KK) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf d diberikai, kepada Pegawai ASN yang 
mclaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko t i11ggi 
seperti risiko kesehat.an, keamanan jiwa, dan lainnya. 
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Bagian Kedelapan 
Kelangkaan Profesi 

Pasal 11 

(1) TPP bcrdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KP) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai 

ASN yang melaksanakan tugas padajabatan yang memerlukan 

keterampi!a11 khusus dan / atau kualifikasi PNS 
sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhinya dan jabatan 
pimpinan tertinggi di pemerint.ah daerah. 

(2) ,Jahatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerall 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah. 

Bagian Kescm bila.n 
Pcrtimbangan Obyek.tif Lainnya 

Pasal 12 
TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 h uruf f diberikan kepada Pegawai ASN 
sepanjang diainanatkan oleh. peraturan perundang-undangan 
sesuai keman1puan keuai1gan daerah dan karakterist ik daerah. 

Pasal 13 
Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan Bcba.n Kcrja 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 , Prestasi Kerja. 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , Tempat Bertugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kondisi Kerja sebagaimana 
dimaksttd dalam 10 , Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l l dan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana 

dimaks ud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran 11 dan 
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisallkan dali 

Peraturan Wa likota ini. 

BAB lV 
PENILAIAN TPP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 14 

(1) TPP ASN dapat diberikan pcnuh apabila melampa1.1i beban 
ke1ja normal 100% (seratus persen) bobot penilaian 

sebagaimana pasal 7. 
(2) Penilaian TPP meliputi: 

a . penilaian bcrdasarkan Produktivitas Kerja dengan bobot 
60°/o (enam puluh perseratus) dari Nilai Dasar TPP; dan 

b. penilaian berdasarkai, Disiplin Kerja dengan bohot 40% 
(empat puluh perseratus) dari Nilai Dasar TPP. 
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Bagian Kedua 

Produktivila~ Kerja 

Pasal 15 

( 1) Penilaian produktivitas kerja (PK) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan: 

a. pelaksanaan tug;is; dan/atau 

b. penilaian dali Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan 
tugas pegawai. 

(2) Sebagai dasar penilfiian, setiap PNS wajib menctapkan sasaran 

dan target kine1ja individu pada awal tahun anggaran paling 
lambat minggu kedua bulan Janua1i setiap tahunnya berupa 
SKP. 

(3) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari Aktivitas Kinerja 

Harian. 

(4) Aktivitas Kinerja Halian diukur dari kegiatan uraian tugas 

jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Elektif 
paling scdikit 330 (tiga ra tus tiga puluh) menil bagi Pegawai 
ASN 5 (lima) hari kerja dan 270 (dua ratus tujuh puluh) menit 

bagi Pegawai ASN 6 (enam) hari kerja dengan capaian minimal 
6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit setiap bula11. 

(5) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atat1 cuti bersama 
sehingga tidak mencapai 6 .750 (enam rib1.1 tujuh ratus lima 

puluh) menit, maka Aktifitas Kinerja Harian dihitung penuh 

berdasarkan jumlah hari kerja efektif. 

(6) Setiap Pegawai ASN wajib menginput aktivitas kine1ja ha rian 

secara mandiri ke dalam aplikasi SISKA paling lambat 5 (Jima) 

hari setelal1 aktivitas dilakukan. 
(7) Pengi~ian Aktivilas Kine1ja Harian dalam aplikasi SJSKA untuk 

masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis 
aktivitas dan waktu pelaksanaannya. 

(8) Dalam ha! akt.ivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan 
berjalan, maka penginputannya dalam aplikasi SISKA paling 

lam bat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya. 

(9) Atasan la11gsung atau pejabat penilai wajib melakukan va lidasi 

aktivitas kinerja harian sccara objektif. 
(10) Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian 

bulan be1jalan oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat 

5 x 24 jam sejak diajukan . 
(11) Apabila Aktivitas Kinerja Harian ticlak divalidasi oleh pejabat 

penilai, maka aktivitas ha.rian yang diajukan tersebul clianggap 

diset1.tjui. 
( 12) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan 

basil pelaksanaan tuga~ pegawai yang dinilai. 
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( 13) PeJabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil 

pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai. 

(14) Ketentuan pe11ilaian oleh atasan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah. 

(15) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayal (8) untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf 

Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris 

Daerah, khusus Camat dan Pit. Kepala Perangkat Daerah dari 

Pejabat Administrator dinilai oleh Asisten Administ.rasi Umum 
Sekretaris Daerah. 

(16) TPP ASN berdasarkan Produktivitas dihitung dengan rumus: 

TPP = besaran TPP x 60 % (enam puluh perseratus). 

( 17) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja 

bobot 60 % (enarn puluh perse ratus) bagi Sekretaris Daerah 

diperhitungkan penuh (100 %). 

(18) DaJam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian aktifitas 

kinerja harian secara online berbasis elektronik dikarenakan 

kenisakan peralatan, gangguan jaringan dan/aLa1.i belum 

terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pe11gisian 
capaian rcalisasi target SKP Pegawai bulanan dilakukan sccara 

manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. 

( 19) Dalam ha! pengisian aktifitas kinerja harian Pegawai 

dilakukan secara manual, maka perhitungan pembayaran TPP 

berdasarkan penilaian produktivitas kerja bobot 60 % (enam 

puluh perseratus) maksimal diperhitungkan sebesar 80 °A, 

(delapan puluh perseratus). 

Bagian Ketiga 
Disiplin Kerja 

Pasal 16 
(l) Penilaian Disiplin Keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huntf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran 

pegawai dan uns1.ir pcngurang TPP lainnya. 
(2) Rekapi tulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis 

elektronik melalui aplikasi SIDAN. 
(3) Setiap Pcgawai ASN wajib merekam kehadiran secara 

elektronik melalui aplikasi SIDAN din1ulai 30 (tiga puluh) 

mcnit sebelum jam masuk ke1ja sampai dengan 60 (enam 
pul1.ih) menit setelah jam masuk kerja dan paling lambal 60 

(enam puluh) menit setelah jam kerja. 
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(4) Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis 
elektronik maka perhitungan pembayaran TPP berclasarkan 

disiplin ke1ja bobot 40 % (empat pultth perseratus) 

dipertanggung jaw a bkan dengan Surat Pemyataan dari Kepala 

Perangkat Daerah. 
(5) Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) d ikecualikan bagi : 
a. Sekreta ris Daerah ; 
b. Ajuda n Walikota, j\juda n Wakil Walikota dan Ajudan 

Sekrelaiis Daerah; 

c. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota, 
Pengcmudi Sckretaris Daerah, Pengemudi Asisten 
Sekrctaris Dacrah, Pcngcmudi Kepala Perangkat DA.erah; 

d . Pegmvai ASN y;mg melakukan tugas dengan jam kerja 

khusus atau s hift; cla n 

e. Seluruh Pegawai ASN yang melakukan tugas tambahan 

dibuktikan dengan Stirat Tugas atau S urat Keterangan dari 
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, atau Kepala 

Perangkat Daerah. 

BAB IV 
PENGURANGAN TPP ASN 

Bagian Kesa.tu 

Umum 

Pasal 17 

(1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada: 

a . Pegawai yang tidak mas uk kerja pada bulan berjalan, maka 
diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persera tus) 
untuk tiap 1 (satu) hari tidak masu k kerja dan paling 
banyak 100% (seratus pcrseratu s) untuk tiap 1 bular1 lidak 

masuk kerja. 
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, 

maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut: 

KETERLAMBATAN LAMA PRESENTA 
(TL) KETERLAMBATAN PF:NOURAN 

TL 1 1 menit s.d. < 31 0,5% 

menit 

~ 
31 menit s.d. < 61 1% 

menit 
61 menil s .d. < 91 1,25% 3 
menit 

TL4 2: 91 men it <fa n 1,5% 

atau tidak mengisi I daftar hadir 
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c . Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan 

be1jalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai 

bc1ikut: 

PtJJ,i\NO SF:RET.UM LAMA PRESENTASE 7 

W AKTU!'-1-Y A (PSW) MENINGGALKAN PENGURANG/\N 
PEKERJAAN 
SEBELUM 

Wi\KTUNYA 
PSW 1 1 menit s .d. < 31 0,5% 

menit. 

PSW 2 11 men it s.d . < (> 1 1% 

menit 
PSW 3 61 menit s .d . < 91 1,25% 

menit 
PSW 4 .: 91 menit.dan atRu 1 ,~S0/o 

tidak mengisi daftar 
hadir 

d . t.idak masuk kerja karena Tugas Kedinasan, Cuti (semua 

bentuk cuti kecuali Cuti Di luar Tanggungan Negara), Libur 

sesuai kalender pendidikan, lzin Bela,jar yang dibuktikan 
dengan Surat Tugas , Surat Cuti, Surat Penetapan 

Libur/Kalender Pendidikan, Surat Jzin Belajar dari Pejabat 

yang berwenang tidak dikenakan pengurangan . 

e . Pegawai ASN yang tidak mengik1.1ti Apel pada Senin pagi dan 

Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 

2% (d1.1a perse.seratus) per kcgiatan; 

f. belum menyainpaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) atau La poran Harta 

Kekayaan Aparattir Sipil Negara (LHKASN) dikenakan 

pengurangan sebesar 50% setiap bulan selama belum 

memenuhi kewajiban tersebut; 

g. belum mengembalikan barang milik daerah (BMD) kepada 

pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang 

menjadi kewajibannya dikenakan pengurru1gan sebesar 

50% setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban 

tersebut; dan 
h . helum menyelesaikan Tuntutan Perbendal1araan dan 

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai hasil putusan 

TPKN/D/TPTGR dikenakan pengurangan sebesar 50% 
setiap bulan sepanjai1g helum memenuhi kewajiban 

terse but. 
(2) Pengurangan TPP maksimal sejumlah TPP ASN yang diterima. 
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BABV 
PEMBA Y ARAN TPP 

Pasal 18 

------

( l ) TPP dibayarkan setiap bulan paling Jam bat pada tanggal 17 

bu lan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima 
TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV Peraturan Walikota ini. 

(2) Dalam hal tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) 

bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka 
TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya. 

(3) TPP btllan Desember d ibayarkan pada bulan berkenaan. 

Pasal 19 
(1) Perangkat Daerah/UPTD mcnyampaikan pcrmohonan 

Verifikasi Daftar Pcrhilungan TPP kepada BKPSDM secara 
elektronik melalui aplikasi SISKA. 

(2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhittmgan TPP sebagaimana 

dimaksud ayaL (1) dilampiri Daftar Perhitungan TPP, 
Rekapitulasi Kehadiran, dis ertai bukti ke terangan 

ketidakhadiran/TL/ PSW / tidak merekam kehadiran sesuai 
format tercantum dalam Lampiran IV Pcraturan Walikota ini, 
paling lam bat tanggal 6 (enam) bu Ian berikutnya. 

(3) BKPSDM melakukan vcrifikasi terhadap Daftar Perhitungan 

TPP paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan 
bcrikutnya. 

(4) Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP 
kepada BPKAD paling lambat tanggal 14 (empat belas) 
dilengkapi dengan : 

a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS); 
b. surat perintah membayar (SPM-LS); 

c . daftar perhitungan TPP; dan 
d . surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala 

PD/UPTD. 
(5) Daftar perhitungan TPP sebagaimana din1aksucl pacla ayat (4) 

huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar 
Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM. 

(6) Forma t Surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum 
dalam La mpiran IV Peraturan Walikota ini. 

(7) Penatausahaan dan perranggungjawaban TPP d ilaksanakan 

sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 
(8) Pembayaran TPP d ilakukan dengan mekanisme pembayaran 

langsu ng (LS) melalui tra11saksi Non Tunai. 
(9) Pcmbayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasa.l 21 

sesuai dengan ketenLLtan peraturan perundang-undangan . 
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Pasal 20 

(1) Pernbayaran TPP memperhitungkan iuran jaminan kesehatan 

sebagai kewajiban pemberi kerja dan peke1ja penerima upah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Juran jaminan kesehatan dibayarkan secara la11gsung kepada 

BPJS Kesehat.an sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 21 

( 1) Pegawai ASN Tugas Belajar diberikan TPP scbesar 60% (enam 
puluh perscratus). 

(2) Besaran TPP Pegawai ASN Tugas 8elajar disetarakan dengan 

jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar. 

(3) Pemberian TPP hagi Pegawai ASN yang mengalami 

perpindahan/mutasi/rotasi/promosi . CASN dan Pegawai ASN 

mutasi dari instansi lain didasarkan pada tanggal aktif 
melaksanakan tugas. 

(4) Pegawai ASN yang 

rotasi / promosi dan/ a tau 
mengalami perpindahan/mutasi/ 

perubahan kelas jabatan yang aktif 

melaksanakan tugas pada jabata11 ban.1 setelah tanggal 15 

(lima belas), perhilungan TPP unt.uk jabatan dan/atau 

kelas jabatan haru mulai berlaku pada bulan berikutnya. 

(5) CASN dan Pegawai ASN mutasi dari instansi lain yang aktif 

melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), belum 

dibelikan TPP pada bulan berkenaan. 

(6) Besaran TPP Pegawai ASN Guru Non sertifikasi diberikai1 TPP 

sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besara.n TPP Kelas 

Jabatan. 

(7) Pegawai ASN yang berstatus titipan a.tau pegawai yang 

diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

dapat diberikan TPP ASN dali bcsaran TPP Kelas Jabatan, 

maka kepada yang bersangkutan harus memilih Tambahan 

penghasilan alau sebutan lainnya yang berasal dari instansi 

asalnya a.tau memilih TPP ASN Daerah. 

(8) Besa.ran TPP CASN sesuai dengan Jabatan yang tercantum 

pada Keputusan pengangkatan sebagai CASN. 

(9) Pembayaran TPP CASN dibayarkan sebesar 80% (delapan 

puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya 

sampai dengan terhitnya keputusan penga.ngkatan dari CASN 

menjadi ASN. 
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(10) Dalam ha! terdapat narna/nomenklatur jabatan yang belum 

ditetapkan kelas jabalannya dan/atau tidak tersedianya 

kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP 

diberikan sebesar 100% (seratus perserattts) dari nilai TPP 

kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum 
terakomoclir tersebut. 

( 11) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang 

hersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh 

atau 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan 

Pasal 22 
TPP tidak diberikan kepada: 

a. pegawai ASN yang mclaksanakan penugasan pada 
instansi/lernbaga di luar Pemerintah Daerah; 

b. pegawai ASN yang berstatus sebagai 

titipan / diperbantukan/ dipeketjakan pada instansi 

Pemerintah Daerah; 

pegawai 

di luar 

c. pegawai ASN yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; 

d . pegawai ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP); 

e . pegawai ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu; 

f. pegawai ASN sclarna ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena 
kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya; 

g. pegawai ASN yang berstatus terpidana; 

h . pegawai ASN yang dibcrhentikan sementara; 

i. pegawai ASN yang nyata-nyata tidal< mempunyai 

tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah 
berdasarkan pernyataan dari atasan; 

j . pegawai ASN Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang telah 

mendapatkan sertifikasi; dan/ atatl 
k. pegawai ASN Guru jenjang terampil. 

BAB Vl 

TPP BAGI PEGAWAJ YANG DIANGKAT 
PJ. SEKDA DAN YANG MERANGKAP PLT 

Pasal 23 
(1) Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pj. Sekda dalam jangka 

waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalcndcr dibcrikan TPP 

jabatan Sckretaris Daerah. 

(2) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Pit. dalam jangka 

waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP 
tambahan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung 
yang merangkap sehagai Pit. menerima TPP tambahan 
sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada 
,Jabatan yang dirangkapnya; 

b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pll. menerima 

TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 
TPP pada Jabat,an yang dirangkapnya; dan 

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan 
yang tertinggi. 

(3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pj. 

Sekda dan yang ditunjuk sebagai Pit. dibayarkan terhitung 
mulai tanggal menjaba t sebagai Pj. dan Plt. 

BAB Vll 
PELAKSANAAN, M ONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 24 
(1) Seluruh Pegawai ASN memptrnyai kewajiban melakukan 

penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi 
berbasis elcktronik SISKA sesuai dengan tugas dan peran 
mas ing-m.asing. 

(2) Setiap atasa.n memiliki kewajiban untuk: 

a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung 
secara proporsional; 

b . melakukat1 penilaian atas hasil kinerja hawahan langsung 
secara obyektif; 

c. melakukan monitoring at.as pelaksanaan pekerjaan 
bawahan langsung; dan 

d . melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap 
bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target 
capaia.n kinerja yang ditetapkan. 

(3) BKPSDM dan Tnspektorat melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP. 

(4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang keuangan daerah . 

BAB VIIJ 
PENDANAAN 

Pasal 25 
(1) TPP d ianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang terseclia dan 

sesuai dcnga.n kemampttan ket1angan daerah. 
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OABfX 
KETENTUAN LA1N-LAIN 

Pasal 26 

[I) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka 

scluruh honorruium kegiatan pada Perangkat Daerah atau 

Unit Kerja Perangkat Daera.h tidak dapat diberikan. 

[2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, 
apabila kegiatan: 

a. . bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daernh, dan 

mengikutsertakan Perangkat Daerah, Unit Kerja Jain 

dan/a.tau instansi Pernerintah di luar Pernerintah Daerah; 

b . memiliki dasar hukum sesuai Peraturan Perundang 

Undangan; 

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 
diprioritaskan; 

d . mempunyai keluaran (Output) jelas dan terukur; dan/atau 

e . merupakan tugas tarnba.han atau perangkapan fungsi bagi 

yang bersangk:utan di luar tugas dan fungsi sehari-hari. 

Maka honorarium kegiatan dapat diberikan secara selektif, 
efektif dan efisien. 

BABX 
l<ETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 27 

(1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 

24 ayat (1) belum tersedia/rusak, maka: 

a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara 

manual; 

b. Kepala Perru1gk:at Dacrah menyerahkan hasil penilaian 

produktivitas kerja dan pcnilaian disiplin kerja kepada 

BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan bc1ikutnya; 

dan 

c. tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan 

bagi ASN dilakukan secara manual dcngan dilcngkapi 

dokumen sehagaimana t.ercant.um dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(2) Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini dimulai 

pacta bulan Mei 2021 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berl::iku, Peraturan 

25 Tahun 2020 Lentang Walikota Palangka Raya Nomor 

Tambahan Penghasilan Aparatu r Sipil Negara di Lingkungan 

Pemetintah Kota Palangka Ra.ya (Berita Daerah Kora Palangka 

Raya Tahun 2020 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Walikota m1 mtllai berlaku pada tanggal 

d iundangkannya dan berlaku sun.it sejak tanggal 1 Mei 2021 . 

Agar setiap orang mengetal1uinya, memerintah kan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal · Jt:_~ ;:-r~1 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 1 JLt l i 2 _ 1 

WALJKOrF HAYA. 
FAIRID NAPARIN 

SEKRETARIS DAERl\.H KOTA PALANGKA RAYA, 

~ -
'HERA NUGRAHAYU 

SERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR --
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